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ABSTRACT 

 

Conflicts that occur in land acquisition in Indonesia are not a new 

phenomenon, triggered by several factors, such as the value of compensation 

that is considered inadequate, the sacred value of land that makes the right 

owner reluctant to give up the land even though it is offered high compensation. 

The determination of the amount of compensation is carried out through a 

thorough study that considers various aspects, both physical and non-physical 

losses, arising from the acquisition of land rights. Land acquisition for the 

construction of toll roads, especially in Rimbo Panjang Village, found some 

land plots on the toll road including production forest areas that can be 

converted, but this process was hampered due to the lack of approval for the 

release of forest areas and other problems. 

This study uses a qualitative method with a descriptive approach to 

understand the dynamics of land acquisition in Rimbo Panjang Village. Primary 

data was obtained through in-depth interviews with key informants. The 

secondary data was obtained through document review, including the Land 

Acquisition Planning Document (DPPT), reports on the implementation of toll 

road construction, laws and regulations related to land acquisition and forest 

areas, as well as the results of previous research. The analysis begins with the 

collection and organization of field records, followed by data reduction to select 

relevant information. 

The results of the analysis showed that the land plot in Rimbo Panjang 

Village on the Pekanbaru-Bangkinang toll road section was divided into 2, 

namely Other Use Areas (APL) and Convertible Production Forest Areas 

(HPK). 31 plots of land were found that had proof of ownership of rights and 

legal land deeds.  

Keywords: Land Procurement for Toll Road Construction, HPK Area, 

Compensation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konflik yang terjadi dalam pengadaan tanah di Indonesia bukanlah 

fenomena yang baru, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika sosial dan 

ekonomi yang kompleks (Fath dan Fawwaz, 2024). Konflik dalam pengadaan 

tanah di Indonesia sering kali dipicu oleh beberapa faktor, seperti nilai 

kompensasi yang dianggap tidak memadai, nilai sakral tanah yang membuat 

pemilik hak enggan melepaskan tanah meskipun ditawarkan ganti rugi yang 

tinggi, serta kekhawatiran akan kehilangan lingkungan sosial dan mata 

pencaharian (Sarif dkk., 2022). Tantangan pengadaan tanah menurut Dewi dan 

Salim (2020); Hutapea (2023); Kurniasih dkk. (2019), berupa pemberian ganti 

kerugian yang dianggap tidak mencerminkan asas keadilan. Sehingga, memicu 

polemik di tengah masyarakat akibat rendahnya nilai ganti rugi yang 

ditawarkan. Akibatnya, keinginan pemerintah untuk melaksanakan pengadaan 

tanah seringkali terhambat oleh penolakan dari masyarakat yang merasa haknya 

terancam (Hassan, 2018). Dibutuhkan penerapan mekanisme yang adil dan 

transparan dalam pengadaan tanah untuk meminimalkan dampak negatif, serta 

memastikan kebutuhan pembangunan terpenuhi secara efektif dan efisien 

(Trenggana dan Vebritha, 2024). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, pelaksanaan pengadaan tanah 

oleh pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah, seyogianya 

dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, dari awal hingga akhir. 

Namun, sebagian besar dampak dari suatu pembangunan menjadikan 

masyarakat sebagai korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan 

seringkali mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Ibrahim, 

2017). Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
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Umum, Pengadaan Tanah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan 

pembangunan sarana prasarana berupa infrastruktur dengan tujuan memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama. 

Pemerintah sebagai pelaksana memiliki wewenang untuk mengatur bagian 

peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah yang berkaitan 

(Hardianto dan Salle, 2017), disertai tindakan hukum dengan tetap 

mempertimbangkan fungsi sosial hak atas tanah yang tertera dalam Pasal 6 

UUPA. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, Pengadaan 

Tanah menyediakan objek pengadaan tanah dengan cara memberi ganti 

kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kegiatan pemberian 

ganti kerugian dilakukan sebagai bentuk kompensasi terhadap hak atas tanah 

yang dimiliki oleh pihak-pihak yang aset tanahnya terdampak (Putri dkk., 

2019). Pemberian ganti kerugian oleh pemerintah umumnya dilakukan dalam 

bentuk uang, dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari 

Kantor Jasa Penilai Publik (Anisa dkk., 2021). 

Penetapan terkait besaran ganti kerugian dilakukan melalui kajian 

menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai aspek, baik kerugian fisik 

maupun non fisik, yang timbul akibat pengambilan hak atas tanah. Kerugian 

fisik meliputi kehilangan aset seperti lahan, bangunan, atau tanaman, sementara 

kerugian non fisik mencakup dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang 

dialami oleh pemilik tanah atau pihak yang terdampak (Adiratma, 2022). Dalam 

konteks ini, Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

pengambilan hak atas tanah dilaksanakan secara transparan, adil, dan 

memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak, termasuk memberikan 

ganti kerugian yang layak sesuai dengan nilai tanah yang diambil dan 

dampaknya terhadap kehidupan masyarakat (Rahayu dan Amrin, 2022). 

Pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur 

yang terintegrasi, diharapkan dapat mengurangi kemacetan, mempercepat 

distribusi barang, serta meningkatkan kualitas hidup warga (Urrahmi dan Putri, 

2020). Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Pekbang) sebagai jalan 

alternatif di Provinsi Riau (Jennisa dkk., 2023), merupakan bagian integral dari 
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Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Provinsi 

Riau, khususnya Kota Pekanbaru akan diuntungkan dengan keberadaan Jalan 

Tol ini karena mempermudah mobilitas dan meningkatnya efisiensi perjalanan 

(Sandhyavitri dan Zulfiqar, 2014). Menurut Ridwan (2023), ruas Jalan Tol 

terbagi menjadi 2 seksi yaitu seksi 1 Pekanbaru-Sungai Pinang sepanjang 9,1 

km dan seksi 2 Sungai Pinang-Bangkinang sepanjang 30,9 km. 

Mengutip dari Syahrul (2021); Antara (2022), pelaksanaan pembangunan 

jalan tol yang memiliki total panjang 40 km ini sempat menghadapi sejumlah 

kendala, terutama terkait dengan pembebasan lahan. Dari total panjang tersebut, 

sekitar 10 km mengalami hambatan yaitu; sepanjang 6,5 km milik masyarakat 

masih dalam proses musyawarah ganti rugi dan sisanya sepanjang 3,5 km 

terletak di Desa Rimbo Panjang belum mendapatkan izin pelepasan kawasan 

hutan. Desa Rimbo Panjang tersebut termasuk kawasan hutan produksi yang 

dapat di konversi areal penggunaan lahan, namun proses ini terhambat karena 

belum adanya persetujuan untuk pelepasan kawasan hutan tersebut.  

Ketergantungan ekonomi masyarakat Indonesia terhadap kawasan hutan 

merupakan isu yang kompleks dan signifikan, terutama yang tinggal di sekitar 

hutan, sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan memperoleh pendapatan (Widyaningsih dkk., 2019). 

Keberadaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lakitan Bukit Cogong yang 

berdekatan dengan kawasan hutan dan permukiman masyarakat, menyebabkan 

tumpang tindih sekaligus meningkatnya kerusakan hutan akibat pembukaan 

lahan (Dempo dkk., 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kehutanan, menggarisbawahi bahwa pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi hanya 

diperbolehkan untuk kegiatan strategis yang benar-benar tidak dapat dihindari 

(Maskun dkk., 2022). 

UU Cipta Kerja melakukan modifikasi terhadap Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2021, khususnya pasal 18 yang awalnya berisi penetapan 30% 

luas kawasan hutan untuk dipertahankan, dengan tujuan mengoptimalkan 
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manfaat lingkungan masyarakat setempat. Perubahan kebijakan ini 

mengalihkan kewenangan penerapan dan pemeliharaan luas kawasan hutan dari 

Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, serta menghapus ketentuan yang 

mewajibkan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai atau pulau sebagai 

kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan strategis 

memerlukan keseimbangan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, 

disertai pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan, dan kesejahteraan 

masyarakat (Budiningsih dkk., 2016). 

Masyarakat Desa Rimbo Panjang dan Desa Kualu Nenas mencerminkan 

komunitas yang berkembang dengan basis pertanian, menjadi sentra 

pengembangan nenas yang telah berkembang pesat di Kabupaten Kampar 

(Resdati dkk., 2022). Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan 

jalan tol memberikan dampak baik di lingkungan internal masyarakat maupun 

dengan pihak eksternal (Medhi dkk., 2023). Pembangunan jalan tol 

berkontribusi signifikan dalam mengurangi kepadatan lalu lintas pada jalan 

arteri, menyediakan jalur yang lebih aman bagi pengguna kendaraan, serta 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah (Said dkk., 

2021). 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui 

musyawarah guna mencapai kesepakatan, dan memastikan bahwa kompensasi 

untuk pemegang hak diterima secara layak (Purwandhani dkk., 2015). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berharap dapat memberikan kontribusi 

dalam memahami dinamika yang terjadi di masyarakat. Pembangunan jalan tol 

ini merupakan proyek yang relatif baru, sehingga masih sedikit penelitian yang 

mengkajinya. Penelitian ini difokuskan pada peran masyarakat dalam 

pengadaan tanah di kawasan hutan, karena mengingat pentingnya menjaga 

keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan lingkungan. Judul 

penelitian ini adalah "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol 

Pekanbaru-Bangkinang di Kawasan Hutan Desa Rimbo Panjang, Kecamatan 

Tambang, Kabupaten Kampar".  
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B. Rumusan Masalah 

Meskipun pembangunan ini menguntungkan banyak pihak, sebagian 

kelompok masyarakat merasa dirugikan akibat perubahan yang terjadi, seperti 

kehilangan lahan dan akses ke sumber daya yang sebelumnya mereka miliki. 

Namun, pemerintah belum atau tidak mempertimbangkan nasib masyarakat 

yang akan terdampak akibat pembangunan jalan tol tersebut. Oleh karena itu, 

penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian agar semua pihak dapat 

merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur ini. Untuk mempertegas 

rumusan masalah di atas, penulis ajukan beberapa pertanyaan pokok dalam 

penelitian ini: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan 

tol Pekanbaru-Bangkinang? 

2. Bagaimana penyelesaian pengadaan tanah terhadap kawasan hutan dan non 

kawasan hutan di Desa Rimbo Panjang dengan bukti kepemilikan yang sah 

maupun tanpa alas hak? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk: 

1. Mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan 

tol Pekanbaru-Bangkinang; 

2. Mengetahui penyelesaian lahan pada kawasan hutan dan non kawasan hutan 

di Desa Rimbo Panjang dengan bukti kepemilikan yang sah maupun tanpa 

alas hak. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang 

signifikan dengan menyajikan wawasan mendalam terkait Pengadaan Tanah 

untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Kawasan Hutan 

Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Penelitian 

ini juga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik 

serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan; 
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

informasi tambahan mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan 

Tol Pekanbaru-Bangkinang di Kawasan Hutan Desa Rimbo Panjang, 

Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol di Desa Rimbo Panjang 

terbagi menjadi 36 tahapan yang dilaksanakan selama 560 hari kerja. 

Penetapan SK Penlok diterbitkan pada tahun 2019 berlokasi di Desa Rimbo 

Panjang, status tanah menurut Perda RTRW Provinsi Riau tahun 2018 

terbagi menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonservasi (HPK) 

dan Areal Penggunaan Lain (APL). Masyarakat yang menguasai lahan di 

atas 20 tahun diberi ganti kerugian dan masyarakat yang menguasai 

dibawah 20 tahun tidak diberikan ganti kerugian. Proses pembangunan 

sempat terhenti selama satu tahun menunggu penyelesaian status kawasan 

hutan, yang kemudian dilanjutkan setelah KLHK melakukan pelepasan 

kawasan hutan. Diperlukan peningkatan sosialisasi dan transparansi agar 

masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta menerima 

kompensasi yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang 

merupakan bagian dari muatan dari isi RTRW Provinsi Riau Tahun 2018, 

yang disebutkan pada arahan pemanfaatan untuk jalan bebas hambatan. 

Temuan 186 bidang tanah yang teridentifikasi berada dalam area trase jalan 

tol di Desa Rimbo Panjang, yang ditinjau pada tahap pelaksanaan sehingga 

hasil dari inventarisasi bidang tanah menjadi 67 bidang tanah. Kemudian, 

ditemukan 31 bidang tanah seluas 11.141 m² dengan bukti alas hak dan surat 

tanah yang sah. Diantara 31 bidang tanah tersebut terdapat 12 bidang tanah 

yang berstatus sebagai Hak Milik dan 2 bidang tanah berstatus sebagai 

Kawasan HPK. Permasalahan sengketa tanda batas bidang tanah pada saat 

pengukuran, diselesaikan dengan pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh 

Satgas A. Masyarakat yang melakukan penolakan terhadap ganti kerugian, 
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diselesaikan secara non litigasi yaitu musyawarah kembali disertai 

sosialiasasi. Bidang tanah yang mengalami sengketa tumpang tindih bidang 

tanah, diselesaikan secara litigasi di Pengadilan yang kemudian diberikan 

konsinyasi. Ganti rugi diberikan dalam bentuk kompensasi uang, ditinjau 

berdasarkan nilai tanaman atau bangunan yang terdapat di atas tanah 

tersebut, dengan perhitungan nilai kerugian mengacu pada ketentuan hukum 

yang berlaku. 

B. Saran 

Adapun saran yang diajukan berdasarkan kesimpulan dari penelitian yaitu: 

1. Pemerintah Setempat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis dan 

pertimbangan esensial bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten 

Kampar dalam merumuskan serta menyempurnakan rencana 

pembambungan atas Pengadaan Tanah, khususnya pada area kawasan 

dengan status HPK. 

2. Instansi yang berkaitan 

Peneliti sempat mengalami kendala di lapangan dikarenakan kekurangan 

informasi dan data untuk mendalami penelitian yang lebih menyeluruh. 

Diharapkan ketersediaan instansi untuk lebih menyediakan informasi yang 

lebih lengkap, dan kemudahan akses untuk memperoleh data penelitian. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan observasi lebih dalam 

pada desa maupun kecamatan untuk mendapatkan akses informasi data yang 

spesifik dan terperinci. Keterbatasan informasi merupakan kendala 

penelitian, karena apabila informasi yang dibutuhkan tidak cukup hasil 

penelitian akan terasa kurang lengkap. 
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